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Abstract

This study aims to analyze the achievement of the objectives of the capacity building program and the basic
abilities of the community and to find out the strategy to implement the capacity and capability improvement of
the Pinisi boat crafters through this type of qualitative research. The method used is observation, interview, and
documentation. Informants were selected by purposive sampling. The results showed that increasing the
capacity and basic abilities of the community in developing knowledge, training, and institutional development
had been implemented, but not yet optimal. The development of boat crafters development is controlled and
controlled based on local government policy. However, this coaching effort does not have much effect on the
effectiveness of small-scale business, especially when viewed from the ability of production and the ability to
develop capital. The implementation of capacity building and capability of the Pinisi boat-making industry in
Tanah Beru is considered inadequate, the government's attention in accommodating the distribution of
production, marketing, and capital does not touch the expectations of small-scale industry players.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pencapaian tujuan program peningkatan kapasitas dan kemampuan dasar
masyarakat dan mengetahui strategi pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kapabilitas para perajin perahu
Pinisi melalui jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan
dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan
kapasitas dan kemampuan dasar masyarakat dalam pengembangan pengetahuan, pelatihan, dan pengembangan
kelembagaan sudah terlaksana, namun belum optimal. Pembinaan pengembangan perajin perahu dikontrol dan
dikendalikan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Namun, usaha pembinaan ini tidak banyak berpengaruh
pada efektivitas usaha indstri kecil, utamanya jika dilihat dari kemampuan produksi dan kemampuan
pengembangan bidang permodalan. Pelaksanaan pembinaan kapasitas dan kapabilitas usaha industri pembuatan
perahu Pinisi di Tanah Beru dinilai kurang memadai, perhatian pemerintah dalam mengakomodasi distribusi
produksi, pemasaran, dan modal tidak banyak menyentuh harapan pelaku industri kecil.

Kata kunci: Implementasi program, Usaha Rakyat, Perajin Perahu Pinisi

1. PENDAHULUAN

Kebijakan ~ pembangunan  nasional
terangkai dalam tiga arah kebijakan yang
saling mendukung. Pertama, kebijakan
yang secara tidak langsung mengarah pada
sasaran  tetapi = memberikan  dasar
tercapainya suasana yang mendukung
kegiatan sosial ekonomi. Kedua, kebijakan
yang secara langsung mengarah pada
peningkatan kegiatan ekonomi kelompok.

Ketiga, kebijakan khusus yang mencakup
upaya-upaya khusus pemberdayaan
masyarakat dan penanggulangan
kemiskinan yang langsung menjangkau
masyarakat miskin (Sumodiningrat, 2007:
45-48). Selanjutnya, bahwa inti yang
terkandung dalam ketiga kebijakan
tersebut di atas yaitu kebijakan yang
diharapkan adalah kebijakan pembangunan
yang lestari, kebijakan yang berpijak pada
peningkatan peran serta masyarakat
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(partisipasi), produktifitas rakyat dan

efisiensi dengan mengikutsertakan
masyarakat sebagai obyek sekaligus
subyek pembangunan.

Keyakinan itu perlu terus ditingkatkan
dan dimasyarakatkan. Namun keyakinan
saja tidak cukup, harus ada langkah nyata
untuk menterjemahkan dalam
implementasinya. pembangunan
masyarakat merupakan suatu proses baik
ikhtiar masyarakat yang bersangkutan
yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri,
maupun kegiatan pemerintah, dalam
rangka untuk memperbaiki  kondisi
ekonomi dan kebudayaan masyarakat
(komunitas).

Mengintegrasikan berbagai komunitas
itu dalam  kehidupan bangsa dan
memampukan mereka untuk memberikan
sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan
Negara berjalan terpadu didalam proses
tersebut. Proses tersebut meliputi elemen
dasar: pertama, partisipasi masyarakat itu
sendiri dalam rangka usaha mereka untuk
memperbaiki tarap hidup mereka. Sedapat-
dapatnya berdasarkan kekuatan dan
prakarsa sendiri. Kedua, bantuan dan
pelayanan  teknik  yang  bermaksud
membangkitkan prakarsa, tekad untuk
menolong diri sendiri dan kesediaan untuk
menolong orang lain, dari pemerintah.
Proses tersebut dinyatakan dalam berbagai
program yang dirancang untuk perbaikan
proyek khusus terhadap proyek khusus
(Ndraha, 1990: 201).

Pemerintah telah mengeluarkan
kebijakan yakni Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang
usaha kecil, sebagai salah satu wujud
dalam mendukung pengembangan usaha
kecil, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa
pemberdayaan usaha kecil menjadi usaha
yang tangguh dan mandiri  serta
berkembang menjadi usaha menengah,
meningkatkan peranan usaha kecil dalam
pembentukan produk nasional, perluasan
kesempatan  kerja  dan  berusaha,
peningkatan eksport, serta peningkatan dan
pemerataan pendapatan untuk
mewujudkan dirinya sebagai tulang

punggung serta memperkokoh struktur
perekonomian nasional. Sebagai aparat
pemerintah khusunya aparat Pembina
sesuai dengan kebijakan pembinaan bagi
pengusaha industri kecil dan menengah
(IKM) yang diterbitkan oleh Departemen
Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia (2004). Perlu memperhatikan
perubahan-perubahan yang diakibatkan
oleh pengaruh lingkungan internal dan
eksternal, maka perlu memperhatikan
paradigma baru sebagai sebagai pegangan
dalam pembinaan industri kecil dan
menengah  yakni, perubahan peran
pemerintah  dari  regulator = menjadi
fasilitator, perubahan pendekatan
pembinaan dari pembinaan yang bersifat
protektif kearah pengembangan untuk
mampu meningkatkan kemandirian.
Bertitik tolak dari asumsi tersebut,
maka keberhasilan pelaksanaan program
Pemerintah Daerah, khususnya yang
dilakukan oleh dinas-dinas di daerah yang
memiliki akses langsung dengan usaha
rakyat dalam pertumbuhan ekonomi
masyarakat adalah relevan dijadikan
indikator pertumbuhan ekonomi
masyarakat. Bidang-bidang yang dapat
dijadikan indikator dalam pertumbuhan
ekonomi masyarakat, misalnya:
perkembangan sektor pertanian,
perkembangan sektor pertambangan dan
energi, perkembangan sektor industri,
perkembangan sektor pariwisata. Sebagai
pembuat dan pelaksana kebijakan publik,
yang tujuan akhirnya adalah mencapai
kesejahteraan ~ masyarakat.  Berbagai
potensi daerah dapat dikembangkan seperti
pengembangan perajin perahu pinisi di

Kecamatan =~ Bontobahari ~ Kabuapten
Bulukumba. Sejalan dengan
diberlakukannya undang-undang otonomi
daerah memberi kewengan

penyelenggaraan pemerintahan  daerah
yang lebih luas, nyata dan bertanggung
jawab. Pemerintah daerah harus memiliki
penghasilan yang cukup, daerah harus
memiliki sumber pembiayaan yang
memadai untuk memikul tanggungjawab
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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Dengan demikian diharapkan masing-
masing daerah akan dapat lebih maju,
mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam
pelaksanaan pemerintahan maupun
pembangunan derahnya.

Usaha kecil dan menengah khusunya
pembuatan perahu pinisi pada dasarnya
telah terdapat cikal bakal yang sangat
potensial untuk dikembangkan dalam
memperbaiki ekonomi masyarakat
Bontobahari. Industri pembuatan perahu
pinisi, dengan ciri khas yang dibuat
berdasarkan  keterampilan  masyarakat
setempat tentu banyak melibatkan tenaga
kerja yang diambil dari komunitas
masyarakat  pesisir.Pembuatan  perahu
pinisi tentu memiliki implikasi pada
aktivitas ekonomi masyarakat melalui
interaksi sosial ekonomi yang lebih nyata.

Berhasil tidaknya suatu program di
implementasikan tergantung dari unsur
pelaksananya. Unsur pelaksanaan ini
merupakan unsur ketiga. Pelakasanaan
penting artinya karena pelaksana, baik
organisasi maupun perorangan
bertanggung jawab dalam pengelolaan
maupun  pengawasan dalam  proses
implementasi. Dengan demikian isi dari
pada kebijaksanaan pada program yang
bermanfaat. Adanya kelompok sasaran,
terjadinya jangkauaan perubahan terdapat
sumber-sumber daya serta adanya
pelaksanaan-pelaksanaan program. Hasil
ahkir dari kegiatan implementasi nantinya
dari dampaknya terhadap masyarakat,
kelompok individu ataupun tingkat
perubahan pada penerimanya.

Mengenai potensi daerah tentu kita
harus membuka pikiran kita lebih luas lagi.
Jika mungkin selama ini yang lekat dalam
pemikiran kita tentang potensi daerah
adalah parawisata, maka kita harus segera
merubahnya. Potensi daerah memiliki
cakupan yang lebih luas dari pada itu.
Potensi daerah juga melingkupi potensi
industri, kerajinan dan seni budaya daerah,
pertanian dan peternakan hingga sumber
daya manusiapun merupakan potensi yang
dimiliki sebuah wilayah. Pelaksanaan
program usaha rakyat adalah upaya yang

dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk
memberdayakan usaha mikro, kecil, dan
menengah melalui pemberian fasilitas,
bimbingan, pendampingan dan bantuan
penguatan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan kemampuan usaha
masyarakat.

Pengembangan masyarakat pada intinya
berkaitan dengan upaya yang dilakukan
oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non
pemerintah untuk memperbaiki kondisi
kehidupan masyarakat melalui suatu
program  peningkatan  kesejahteraan
mereka dengan melibatkan partisipasi aktif
dan inisiatif masyarakat itu
sendiri.  Dengan  demikian, adanya
partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat
dalam  pembangunan akan mampu
memperbaiki kondisi masyarakat yang
miskin dan terbelakang ke arah yang lebih
baik.

Usaha rakyat di Tanah Beru di
Kecamatan Bontobahari sebagai perajin
perahu pinisi adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau
kelompok usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian, baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha Dbesar. Sangat penting untuk
melakukan pendampingan atau
peningkatan usahanya, agar potensi daerah
ini tetap terjaga keasliannya.Pengrajin
perahu pinisi dibuat oleh ahli-ahli perahu
yang berasal dari desa Ara dan Tanah Beru
di Kabupaten Bulukumba. Kepandaian
meraka dalam membuat perahu telah
diwariskan secara turun temurun sampai
saat sekarang ini. Potensi ekonomi rakyat
yang masih sangat sederhana terutama
sistem peralatan dan teknik pembuatannya,
memerlukan sesuatu penemuan baru dalam
menunjang peningkatan usahanya. Dari hal
tersebut diharapkan menjadi pangkal
terjadinya perubahan sosisal dan ekonomi
rakyat.
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Perahu pinisi sebagai alat transportasi
tradisional yang sudah berada pada puncak
perkembangan, tentu tidak lepas dari
proses masa lalu sebagai bagian dari masa
lalu, pinisi menjadi simbol budaya
Sulawesi Selatan yang perlu untuk dikaji
latar belakang dan asal-usulnya untuk
kemudian diamati proses
perkembangannya sampai saat ini.perahu
pinisi yang banyak memberikan nilai
tambah ekonomi bagi masyarakat dan
Pemerintah Daerah.

Hanya saja bahwa upaya
mengembangkan atau memberdayakan
industri kecil menengah pembuatan perahu
pinisi masih dihadapkan pada pada
berbagai permasalahan, yaitu:

a. Masalah kelembagaan, hal ini dicirikan
dengan lemahnaya kondisi intern
pengusaha industri kecil dan menengah
itu sendiri antara lain: lemahnya
penguasaan teknologi, manejemen yang
masih sederhana, lemahnaya jaringan
orientasi pasar dan sifat ketergantungan
yang kuat;

b. Masalah permodalan, dimana Nampak
bahwa khusus untuk pengusaha industri
kecil dan menengah guna mendapatkan
pinjaman modal dari perbankan tidak
jelas  dan kenyataan menunjukkan
bahwa ketentuan atau persyaratan kredit
usaha cenderung sulit dijangkau oleh
pengusaha;

c. Masalah pemasaran, kenyataan
menunjukkan bahwa para pengusaha
industri kecil dan menengah hanya
sebagian kecil yang telah mampu
menembus pasar regional, hal ini
tentunya disebabkan oleh keterbatasan
wawasan bisnis, kurangnya
pengetahuan  perdagangan, kurang
memiliki  lokasi pemasaran yang
potensial karena telah dikuasai oleh
para pemodal yang kuat, mutu produk
yang belum stabil; dan

d. Masalah bahan baku, keterbatasan
bahan baku kayu yang cocok dengan
pembuatan perahu pinisi sangat sulit,
sehingga sebagaian pengrajin industri
pembuatan perahu pinisi dipindahkan di

daerah lain yang lebih dekat dengan
sumber bahan baku, justru merugikan
geliat  ekonomi  masyarakat  di
kecamatan Bontobahari itu sendiri.

Membahas  tentang  implementasi
kebijakan, Wahab merumuskan bahwa
implementasi adalah tindakan tindakan
individual atas pejabat atau kelompok
pemerintah dan swasta yang diarahkan
pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan kebijaksanaan
(Wahab, 1997).

Wahab (1997) mendefenisikan
implementasi adalah memahami apa yang
senyatanya terjadi sesudah suatu proyek
atau  program  diberlakukan  atau
dirumuskan merupakan fokus perhatian
implemtasi kebijakan yaitu kejadian-
kejadian dan kegiatan-kegiatan yang
timbul sesudah disahkannya pedoman-
pedoman kebijaksanaan Negara yang
mencakup baik usaha-usaha
mengadministrasikannya untuk
menimbulkan akibat atau dampak yang
nyata pada masyarakat atau kejadian-
kejadian.

Program merupakan urusan pertama
harus ada demi terlaksananya kegiatan
implementasi program. Secara harfiah
diartikan sebagai rencana aktifitas atau
rencana kegiatan dalam suatu wadah
tertentu. United Nation mendefenisikan
program sebagai, hal yang mengatur
aktifitas sosial dengan objek yang khusus,
waktu dan tempat yang dibatasi dan selalu
terdiri dari suatu hal yang bersangkut paut
pada suatu organisasi atau beberapa
organisasi pada hal pengorganisasian dan
pelaksanaanya (Bintoro, 1991).

Implementasi program meliputi
seperangkat kegiatan yang relatif luas
program memperlihatkan:

a. Langka utama yang diperlukan untuk
mencapai tujuan

b. Unit atau anggota organisasi yang
bertanggungjawab untuk setiap
langkabh,

c. Urutan serta pengaturan waktu dan
setiap langkah.
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Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa implementasi dalam pengertian luas
adalah  pelaksanaan suatu  program
kebijaksanaan dan dijelaskan bahwa suatu
proses interaksi adalah diatara merancang
dan menentukan sasaran yang diinginkan
(Chema dan Rondinelli dalam Tangklisan,
2005).

Program akan menunjang
implementasi, karena dalam program
memuat berbagai aspek, yaitu:

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai

b. Adanya kebijakan yang harus diambil
dalam mencapai suatu tujuan

c. Adanya aturan-aturan yang harus
dipegang dan presedur yang harus
dilalui

d. Adanya perkiraan yang dibutuhkan

e. Adanya startegi dalam pelaksanaan.
(Chema dan  Rondinelli  dalam
Tangklisan, 2005).

Menurut Jones 1991 (dalam Waluyo,
2007) program adalah cara yang disahkan
untuk mencapai tujuan, unsus kedua yang
harus dipenuhi dalam proses implemenatsi
yaitu; adanya kelompok masyarakat yang
menjadi sasaran program yang dijalankan
dan adanya perubahan dan peningkatan
dalam kehidupannya. Tanpa memberi
manfaat kepada masyarakat maka boleh
dikatakan  program  tersebut  gagal
dilaksanakan.

Berhasil tidaknya suatu program di
implementasikan tergantung dari unsur
pelaksananya. Unsur pelaksanaan ini
merupakan unsur ketiga. Pelakasanaan
penting artinya karena pelaksana, baik
organisasi maupun perorangan
bertanggung jawab dalam pengelolaan
maupun  pengawasan dalam  proses
implementasi. Dengan demikian isi dari
pada kebijaksanaan pada program yang
bermanfaat. Adanya kelompok sasaran,
terjadinya jangkauaan perubahan terdapat
sumber-sumber daya serta  adanya
pelaksanaan-pelaksanaan program. Hasil
ahkir dari kegiatan implementasi nantinya
dari dampaknya terhadap masyarakat,

kelompok individu ataupun tingkat
perubahan pada penerimanya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif, jenis penelitian yang temuan-
temuannya tidak diperoleh prosedur
statistik atau bentuk hitungan lainnya.
Pendekatan kualiitatif dipilih karena dapat
digunakan  untuk  mengungkap dan
memahami sesuatu di balik fenomena yang
belum diketahui.Adapun jenis penelitian
bersifat deskriptif, yaitu untuk
mendeskripsikan dan mengkaji data yang
diperoleh dari hasil wawancara mendalam

(indepth  intervew), observasi, dan
dokumentasi.
Penelitian 1ini  dilaksanakan ini

dilaksanakan di Tanah Beru Kecamatan
Bontobahari Kabupaten Bulukumba sebagi
lokasi pelaksanaan program usaha rakyat
pengembangan perajin perahu pinisi.

Adapun langkah-langkah yang
dilakukan dalam menganalisis data adalah
sebagai  berikut: editing, klasifikasi,
tabulasi data, dan intrepretasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program adalah cara yang disahkan
untuk mencapai tujuan, unsus kedua yang
harus dipenuhi dalam proses implemenatsi
yaitu; adanya kelompok masyarakat yang
menjadi sasaran program yang dijalankan
dan adanya perubahan dan peningkatan
dalam kehidupannya. Tanpa memberi
manfaat kepada masyarakat maka boleh
dikatakan  program  tersebut  gagal
dilaksanakan, (Jones dalam, Waluyo,
2007).

Berhasil tidaknya suatu program di
implementasikan tergantung dari unsur
pelaksananya. Unsur pelaksanaan ini
merupakan unsur ketiga. Pelakasanaan
penting artinya karena pelaksana, baik
organisasi maupun perorangan
bertanggung jawab dalam pengelolaan
maupun  pengawasan dalam  proses
implementasi. Dengan demikian isi dari
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pada kebijaksanaan pada program yang
bermanfaat. Adanya kelompok sasaran,
terjadinya jangkauaan perubahan terdapat
sumber-sumber daya serta adanya
pelaksanaan-pelaksanaan program. Hasil
ahkir dari kegiatan implementasi nantinya
dari dampaknya terhadap masyarakat,
kelompok individu ataupun tingkat
perubahan pada penerimanya.
Pengembangan masyarakat mencakup:
1) program terencana yang difokuskan
pada seluruh kebutuhan masyarakat, 2)
bantuan teknis, 3) berbagai keahlian yang
terintegrasi untuk membantu masyarakat,
dan 4) suatu peneckanan utama atas self
help dan partisipasi oleh masyarakat.
Sehubungan dengan teori di atas maka
dapat dilihat dari segi pertumbuhan dan
perkembangan  pemberdayaan  dalam
industri pembuatan perahu Pinisi di
Kecamatan =~ Bontobahari =~ Kabupaten
Bontobahari Kabupaten Bulukumba, yang
mengalami pasang surut, terutama dilihat
nilai produksi, pemanfaatan tenaga kerja
serta nilai produksi, pemanfaaan tenaga
kerja serta nilai unvestasi, bahkan terdapat
kecendrungan  mengalami  penurunan
aktifitas yang berarti, padahal bila
dicermati dari asumsi-asumsi informan
yang diteliti dalam hal pembinaan usaha
industri pembuatan perahu pinisi, terutama
pada pembinaan iklim usaha dan
kelambagaan yang umumnya informan
menilai  adanya  usaha-usaha  yang
signifikan dilakukan oleh pemerintah,
bahkan untuk pembinaanformalisasi dalam
bentuk perizinan terus digenjot pemerintah
dengan menyediakan berbagai regulasi
yang dapat dijangkau  masyarakat,
meskipun birokrasi yang relatif masih
panjang. Oleh sebab itu dari informan
yang merupakan orang-orang yang
berkaitan dengan industri pembuatan
perahu pinisi di Tana Beru sebagian besar
diantaranya telah bekerja berdasarkan izin
usaha perusahaanya sebagai bentuk respon
terhadap kebijakan pemerintah dalam
meningkatkan aksebilitas industri
pembuatan perahu Pinisi dalam proses
usahanya. Dengan demikian, meskipun

usaha pembinaan yang dilakukan relatif
baik namun tidak banyak berpengaruh
pada efektifitas pertumbuhan sektor
industri pembuatan perahu Pinisi.

Pembinaan iklim berusaha bagi industri
kecil umumnya dan khususnya pembuatan
perahu pinisi adalah sangat penting
artinya, terutama dalam mendorong
pertumbuhan dan peranan sektor industri
dalam percaturan ekonomi lokal di
Kabupaten Bulukumba. Terdapatnya iklim
berusaha yang lebih pasti melaui sistem
formalisasi dan standarnisasi manajemen
usaha, memberikan implikasi positif bagi
peningkatan daya saing dan posisi tawar
sektor usaha industri perahu pinisi pada
kebijakan makro dan mikro ekonomi.
Menurut camat Bontobahari Kabupaten
Bulukumba bahwa “iklim usaha yang baik,
tentu harus dimulai dari ketertiban usaha,
tersedia kepastian hukum dalam berusaha
serta adanya badan hukum yang mampu
menjamin kepercayaan dari lembaga-
lembaga mitra usaha yang ada, terutama
layanan perbankan untuk modal usaha dan
perlindungan  tenaga  kerja  yang
dimilikinya.

Pembinaan  kelembagaan  industri
pembuatan perahu pinisi, masih belum
maksimal, berdasarkan penilaian informan,
namun berkaitan dengan pengembangan
sektor usaha industri pembuatan perahu
pinisi, terutama terhadap masih banyaknya
yang kekurangan jaringan kerja dalam hal
pengadaan bahan baku. Demikian pula
dari segi kelembagaan internal dalam
pengelolaan manajemen usaha, masih
relatif sedikt usaha industri pembuatan
perahu pinisi yang mampu
memperlihatkan struktur manajerial dalam
aktivitas usahanya, bahkan prinsip-prinsip
manajemen seprti perencanaan produksi
dan realisasinya, tidak bisa dijelaskan oleh
pelaku industri pembuatan perahu pinisi di
Tana Beru. Oleh sebab itu berkaitan
dengan pembinaan kelembagaan yang
dilakukan pemerintah dalam penyuluhan,
dinilai pengusaha cukup aktif dilakukan,
namun tidak banyak berpengaruh pada
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perkembangan kelembagaan usaha industri
itu sendiri.

Dari segi pembinaan kapasitas dan
kapabilitas usaha, maka nampaknya
informan merasakan sentuhan-sentuhan
pemerintah  dalam  hal ini  dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Bulukumba, relatif kurang memadai. Hal
ini sejalan dengan perkembangan kapasitas
usaha industri kecil yang memang
cenderung tidak berkembang secara
efektif, bahkan dari sisi permodalan
cenderung mengalami penurunan,
sementara itu dalam hal kapasitas sumber
daya manusia dalam menyerap teknologi
informasi untuk daerah produksi masih
relatif rendah, belum ada perkembangan
yang signifikan dalam hal desain produk-
produk hasil industri pembuatan perahu
pinisi, bahkan banyak produk-produk
industri pembuatan perahu Pinisi tidak lagi
diproduksi di Bulukumba, seperti di
Provinsi  Sulawesi Tenggara, dengan
maksud untuk mendekati ketersediaan
bahan baku.

Dari segi pemasaran produk
menunjukkan  bahwa  sebagian  dari
pengusaha IKM di Tana Beru Kecamatan
Bontobahari dalam sistem pemasaran
produknya hanya menunggu pesanan dari
para pedagang lokal atau konsumen
lainnya sehingga proses produk tidak
berlanjut secara berkesinambungan
pemasaran. Pada dasarnya baik informan
maupun peneliti memberikan penakanan
agar pemerintah daerah melalui instansi
terkait  harus  proaktif di = dalam
melaksanakan promosi produk, tetapi di
dalam aktivitas promosi tersebut harus
dominan melibatkan para pengusaha
sehingga pengusaha dapat secara langsung
memahami  transaksi-transaksi ~ dengan
pengusaha lainnya yang berminat bekerja
sama dalam hal pemasaran.

Efektivitas pembinaan kelembagaan
bagi pengusaha industri di Kecamatan
Bontobahari Kabupaten Bulukumba yaitu
dalam melakukan pembinaan
kelembagaan,  terutama  membangun
sentra-sentra industri kecil adalah relatif

baik, penyuluhan mengenai manajmen
usaha, namun tidak mampu mendorong
peningkatan efektifas pengelolaan usaha
secara keseluruhan. Ukurannya adalah
belum menunjukkan trend pertumbuhan
usaha industri kecil di Tana Beru
Kecamatan Bontobahari, terutama karena
ketidakberdayaan = pengusaha  industri
dalam memperoleh bahan baku sesuai
harapan.

Model pembinaan kapasitas dan
kapabalitas usaha industri pembuatan
perahu pinisi di Tana Beru Kecamatan
Bontobahari, dinilai informan kurang
memadai, karena perhatian pemerintah
kurang mengakomodasi distribusi
produksi, pemasaran serta modal tidak
banyak menyentuh harapan pelaku industri
kecil, Oleh sebab itu, justru aspek inilah
yang paling berpengaruh  terhadap
efektivitas usaha industri kecil, yaitu
kemampuan modal, pemasaran dan
distribusi yang tidak mampu diatasi oleh
pelaku industri kecil itu sendiri.

4. KESIMPULAN

a. Hasil penelitian pemberdayaan
masyarakat pesisir melalui
pengembangan perajin perahu pinisi,
menunjukkan bahwa pemberdayaan dan
pembinaan pecpaian tujuan pembinaan
pembuatan perahu Pinisi, dinilai baik,
dalam arti bahwa perhatian pemerintah
terhadap pemberdayaan dn iklim
kepastian usaha dan ketertiban usaha
dari industri kecil itu cukup tinggi,
bahkan penekanan terhadap pentingnya
formalisasi dan standardisasi usaha
melalui izin usaha dilakukan secara
signifikan, sehingga secara perlahan-
lahan semua pelaku industri kecil dapat
mengantongi izin usaha, agar mudah
dikontrol dan dikendalikan berdasarkan
kebijakan pemerintah daerah. Namun
usaha pembinaan ini tidak banyak
berpengaruh pada efektivitas usaha
industri  kecil, teutama dilihat dari
kemampuan produksi dan kemampuan
mengembangkan bidang permodalan,
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dimana dalam lima tahun terakhir
efektivitas  usaha  industri  kecil
mengalami  fluktuasi yang tajam,
bahkan cenderung negatif. Efektivitas
pembinaan kelembagaanbagi usaha
industri di Kecamatan Bontobahari
Kabupaten Bulukumba yaitu dalam
melakukan pembinaan kelembagaan,
penyuluhan mengeanai manajemen
usaha, namun tidak mampu mendorong
peningkatan efektifitas pengelolaan
usaha secara keseluruhan. Ukurannya
adalah belum menunjukkan trend
pertumbuhan usaha industri kecil di
Tana Beru Kecamatan Bontobahari,
terutama karena ketidak berdayaan
pengusaha industri dalam memperoleh
bahan baku sesuai harapan.

b. Strategi pembinaan kapsitas dan
kapabilitas usaha industri pembuatan
perahu Pinisi di Tana Beru Kecamatan
Bontobahari, di nilai informan kurang
memenuhi harapan masyarakat, karena
perhatian pemerintah dalam
mengakomodasi distribusi  produksi,
pemasaran serta modal, tidak banyak
menyentuh harapan pelaku industri
kecil, yaitu kemampuan modal,
pemasarana, dan distribusi yang tidak
mampu diatasi oleh pelaku industri
kecil itu sendiri.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulukumba, dalam hal ini Dinas
Perdagangan dan Perindustrian perlu
menerapkan kebijakan-kebijakan secara
proporsial dalam memberikan peluang
kepada industri kecil untuk
berkembang, dengan tidak membebani
terlalu banyak regulasi-regulasi
birokrasi yang tidak perlu.

d. Perlu adanya perhatian dalam hal
pemberdayaan kelembagaan, dengan
meningkatkan kemampuan pengusaha
industri kecil dalam menerapkan model
manajemen usaha yang dapat dikontrol
dean dikendalikan secara manajerial.
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